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ABSTRAK 

 

 

 Perempuan sering menjadi korban kriminalitas karena dianggap makhluk 

yang lemah, dan mudah diperdaya oleh kaum laki-laki. Perempuan masih 

dianggap sebagai kaum yang lemah dan kerap kali diremehkan, sehingga mereka 

menjadi sasaran bagi para pelaku aksi kekerasan dan kejahatan. Banyak dari 

perempuan yang tidak mengerti cara melakukan perlawanan pada saat peristiwa 

yang tidak diinginkan menimpa mereka. Jenis penelitian ini adalah yuridis 

normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), dan pendekatan kasus (case approach). 

 Tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang kasuistis, maksudnya 

tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang 

bukti bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Dalam membuktikan telah terjadi 

atau belumnya tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan 

yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak terdapatnya saksi yang melihat langsung 

kejadian kecuali saksi korban dan terdakwa saja, serta terdakwa tidak mau 

mengakui bahwa kejadian tersebut tidak ia lakukan atau terdakwa selalu berkelik 

bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka. Dalam hal ini 

hakim akan sangat sulit untuk membuktikan dan memutus perkara tersebut. 

 Adanya pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP 

perlindungan kepada korban melalui ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHAP ternyata  

relatif kurang sempurna dan memadai. Berdasarkan ketentuan itu apabila terjadi 

penggabungan gugatan ganti kerugian, untuk memeriksanya harus bermuara pada 

hukum acara perdata terlebih lagi khususnya kewenangan bersifat absolut yang 

harus diajukan kepada pengadilan negeri dimana tergugat bertempat tinggal. Jika 

terdakwa yang diadili perkaranya disidangkan di wilayah tempat tinggal atau 

tempat kediamannya, tentu pengadilan negeri tersebut tidak memeriksa dan 

mengadilinya karena salah satu asas dalam hukum pidana menyatakan bahwa 

terdakwa akan diadili ditempat perbuatan tersebut dilakukan.  

 Pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immateriil korban 

perkosaan disertai kehamilan dengan penggabungan gugatan ganti rugi 

menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Perkara 

pidana yang hanya terdapat kerugian materiil didalamnya dapat digabungkan 

dengan perkara perdata berupa kerugian immateriil bagi korban perkosaan yang 

disertai dengan kehamilan. Diperlukan bentuk pertanggungjawaban terhadap 

hukum materiil dengan mengubah Pasal 285 sampai dengan 287 KUHP yang 

lebih beroientasi terhadap kerugian materiil korban tindak pidana pemerkosaan. 

 

 

 

 

Kata Kunci : Kerugian, Perkosaan 

 

 



 

ix 
 

ABSTRACT 

 

 

 Women often become victims of crime because it is a weak creature, and 

easily fooled by men. Women are still regarded as the weak and often 

underestimated, so that they become targets for the perpetrators of violence and 

crime. Many of the women who did not understand how to take the fight when 

undesirable events befall them. This type of research is normative juridical, using 

several approaches, namely legislation (statute approach), the conceptual 

approach (conceptual approach), and the approach of the case (case approach). 

 The criminal act of rape is a case that casuistry, that the crime of rape can 

only be proven with evidence and evidence that a criminal act has occurred. In 

earlier proved to have occurred or criminal act of rape often experience 

difficulties. Difficulties in question in this case is the absence of a witness who 

saw the incident except for the witnesses and the accused alone, and the defendant 

does not want to admit that the incident he did not commit or defendant always 

berkelik that the act was carried out on the basis of like-consensual. In this case 

the judge will be very difficult to prove and decide the case. 

 Their limitations as the provisions of Article 100 paragraph (2) Criminal 

Procedure Code protection to victims through the provision of Article 99 

paragraph (1) Criminal Procedure Code turns relatively less than perfect and 

adequate. Based on that provision in the event of merger tort, to inspect it should 

lead to the civil procedure law moreover specifically the absolute authority that 

must be submitted to the district court where the defendant resides. If the 

defendant is prosecuted his case heard in the area of residence or residence, of the 

district court did not examine and hear because one of the principles of the 

criminal law states that the accused will be tried in place it was committed. 

 Civil liability against immaterial losses rape victims pregnancy 

accompanied by tort merger simplifies the process of civil cases arising from 

criminal acts. Criminal cases there are only material damages therein can be 

combined with civil matters such as immaterial damages for victims of rape 

accompanied by pregnancy. Required form of accountability to the substantive 

law by amending Article 287 Criminal Code 285 until more is oriented towards 

material losses crime victims of rape. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah. 

4.1.1. Pertanggungjawaban pidana pelaku perkosaan yaitu berdasarkam Pasal 

285 KUHP diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara 

paling lama dua belas tahun. Namun pertanggungungjawaban ini hanya 

merupakan pertanggungjawaban materiil terhadap korban perkosaan. 

Tindakan ini merupakan tindak pidana yang dianggap telah selesai 

dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan 

hukuman yang diatur dalam undang-undang. pertanggungjawaban tindak 

pidana pemerkosaan adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap hukum 

materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 sampai dengan 287 KUHP. 

4.1.2. Pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immateriil korban 

perkosaan disertai kehamilan dengan penggabungan gugatan ganti rugi 

menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. 

Perkara pidana yang hanya terdapat kerugian materiil didalamnya dapat 

digabungkan dengan perkara perdata berupa kerugian immateriil bagi 

korban perkosaan yang disertai dengan kehamilan. 

 

 

 



 

 

4.2. Saran 

 Saran dalam penelitian ini yaitu. 

4.2.1. Diperlukan bentuk pertanggungjawaban terhadap hukum materiil dengan 

mengubah Pasal 285 sampai dengan 287 KUHP yang lebih beroientasi 

terhadap kerugian materiil korban tindak pidana pemerkosaan; 

4.2.2. Perlindungan kepada korban melalui ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHAP 

ternyata relatif kurang sempurna dan memadai. Diperlukan adanya 

penyempurnaan dalam KUHAP itu sendiri dengan memberikan peran 

lebih besar kepada korban perkosaan disertai kehamilan mengenai 

kewenangan mengadili sepanjang hal yang menyangkut kerugian materiil 

tidaklah diperlukan pemisahan antara kompetensi peradilan pidana 

dengan perkara perdata terkait dengan gugatan ganti kerugian. 
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